BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan
de depan yaitu :

1. Bahwa sesuai kesepakatan awal dalam proses penyelesaian batas wilayah
darat kedua negara, Pemerintan Timor-Leste dan Pemerintah Indonesia
dengan mempertimbangkan nilai sejarah hukum kedua negara dan
berkomitmenn untuk mengunakan norma-norma hukum yang berhubungan
dengan batas wilayah darat kedua Negara, sebagaimana melalui komisi
teknis perbatasan kedua negara atau Technical Sub. Commiittee Borde
Demarcation and Regulation (TSC-BDR) tahun 2001, sepakat untuk
mengunakan Treaty 1904 dan dokumen lainnya sebagai dasar hukum dalam
penyelesaian batas wilayah darat kedua negara dimaksud. Sebagaimana
dalam perkembangannya dengan total panjang wilayah perbatasan darat
kedua negara sejauh 268,8 km, dan sesuia hasil kerjasama komisi dimaksud
dengan berlandaskan pada Treaty 1904 dan dokumen lainnya yang di akui
oleh kedua negara dalam priode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005
komisi telah mencapai hasil yang signifikan yaitu 84,5% batas wilatah darat
kedua negara dapat ditetapkan atau sejauh 222 km telah mencapai

kesepakatan dan tinggal 46,8 km atau 15,5% yang belum diselesaikan
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karena adanya perbedaan interpretasi Treaty 1904 dan dokumen lainnya

oleh komisi teknis perbatasan pada wilayah-wilayah yang dipermasalahkan.

. Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam

penyelesaian batas wilayah darat kedua adalah :

a. Kebijakan kedua pemerintah diharapkan tetap pada komitmen awal
untuk menegunakan Treaty 1904 dan dokumen lainya yang diakui oleh
komisi teknis perbatasan sebagai dasar hukum dalam penetapan dan
penegasan batas wilayah kedua negara.

b. Kedua Pemerintan Timor-Leste dan Indonesia diharapkan untuk
mempertimbangkan unsur-unsur fisik yang mempengaruhi Treaty 1904
serta dokumen lainnya di lapangan dengan pertimbangan usia Treaty
1904, dimana pemasangan tugu batas sebagaimana dalam dokumen Mota
Talas dam dokumen Qil Poli 1915, dilaksanakan setelah kurung waktu 11
tahun, secara jelas di lapangan tentu telah ada perubahan alamya yang
disebabkan oleh gejalah alam sendiri baik erosi, banjir maupun karena
perubahan penggunaan tanah oleh aktivitas manusia terutama pada
wilayah-wilayah yang dipermasalahkan.

c. Pertimbangan terhadap perkembangan politik, sosial dan kultural
diwilayah perbatasan kedua negara, dimana status Timor- Leste memiliki
sejarah perubah sistem pemerintahan yang selalu berubah-ubah yaitu dari
Sistem Pemerintahan Kerajaan Tradisional beralih menjadi wilayah
kolonilisasi Portugis selama empat ratus lima puluh tahun, disusul

Pendudukan Militer Indonesia selama dua puluh empat tahun dan
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kemudian baru merestorasikan kemerdekaannya pada tahun 2002,
kenyataan ini dapat mempengaruhi perubahan pola kehidupan sosial
masyarakat diwilayah perbatasan, dengan adanya berpindahan penduduk
dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat mengakibatkan
perubahan penggunaan tanah di wilayah perbatasan dengan pemberian
nama tempat atau toponimi yang berbeda sesuai zaman
pemerintahannya,yang selanjutnya dapat mempengaruhi penamaan
tempat-tempat yang telah tertulis pada Treaty 1904 dan dokumen lainnya
mengenai perbatasan kedua negara.

. Pertimbangan teknis sebelum melaksanakan interpretasi Treaty 1904 dan
dokumen lainnya di lapangan diharapkan kedua pemerintah lebih awal
mengsosialisasikan  mengenai apa alasan kedua pemerintah untuk
menggunakan Treaty 1904 antara Portugis dan Belanda serta dokumen
lainnya yang diakui oleh kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia
kepada masyarakat luas yang tinggal secara permanen di wilayah
perbatasan serta isi yang tertulis dalam Treaty itu sendiri, agar
masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan secra jelas dapat
dimengerti apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Pemerintah pusat,
agar masyarakat adat setempat dapat membedakan batas tradisional dan
batas negara yang dimaksud.

. Kewenangan dan penegakan hukum diharapkan jelas, tegas, dan tepat
dan yaitu kewenangan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu

birokratif karena masalah perbatasan negara merupakan masalah yang
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sangat diprioritaskan menyangkut stabilitas keamanan negara. Penegakan
hukum belum maksimal sehingga makin maraknya pelanggaran hukum
yang sering terjadi di wilayah perbatasan atau wilayah perbatasan darat
sebagai tempat praktek pelanggaran hukum dengan berbagai jenis
bentuknya.

3. Solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam
menetapkan dan menegasakan batas wilayah darat kedua negara adalah
perbedoman pada ketentuan Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang
perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan
masalah perbatasan antarnegara tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang
amandemen dan bahkan tidak terdapat pula ketentuan tentang masa
berakhirnya perjanjian. Akan tetapi, pada perjanjian khusus masih terdapat
kerangka perjanjian tentang perbatasan, seperti persetujuan-persetujuan
tentang pembagian sumber-sumber landas kontinen terdapat ketentuan masa
berakhirnya.

Oleh karena itu perjanjian damai atau konvensi 1904 (Treaty) antara
Portugis dan Belanda yang diakui oleh Pemerintah Timor-Leste dan
Indonesia adalah sah sebagai suatu perjanjian antarnegara atau sebagai dasar
hukum kedua negara untuk menentukan, menetapkan dan menegaskan batas
wilayah darat kedua negara, dan melalui komisi yang dibentuk dari kedua
negara adalah sebagai pelaksana untuk menginterpretasikan Treaty 1904 di

dan dokumen lainnya yang diakui oleh kedua negara di lapangan, tetapi
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tidak merubah apa yang tertulis dalam Treaty 1904 maupun dalam
dokumen lainnya.

Maka setiap berbedaan dalam mengiterpretasikan Treaty 1904 dan
dokumen lainnya di lapangan, diharapkan melalui sosialisasi lebih awal
pada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat serta mendapatkan imput
posetif dari masyarakat, dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat
yang secara turun temurun tinggal diwilayah perbatasan dan betul-betul
mengetahui letak tugu-tugu batas wilayah darat dimaksud, agar dapat
menemukan pendekatan nama-nama tempat atau toponimi sesuai apa yang
dimaksud dalam Treaty 1904 dan dokumen lainnya.

Setiap pendekatan yang ditemukan dilapangan dikonfirmasi dengan
isi Treaty 1904 dan dokumen lainnya dengan pengetahuan dan pengakuan
dari masyarakat lokal dari kedua negara, kemudian dipertimbangkan atau
dimusyawarahkan melalui  analisa geografi ~ maupun geodesi dan
selanjutnya dapat ditentukan dan ditetapkan oleh komisi sebagai titik tugu
batas negara dimaksud. setiap permasalahan yang ditemukan dilapangan
dimusyawarakan oleh komisi teknis perbatasan, kemudian diputuskan di
lapangan atau dibawa ke meja perundingan untuk dibahas lebih lanjut, jika
mencapai kesepakatan akan di setujui bersama kemudian di tandatangan
oleh ketua delegasi dari masing-masing negara.

Khusus untuk batas wilayah darat di wilayah barat (Oe-Cusse) yaitu
muara Noel Besi sampai Bokos dan Bidjael Sunan sampai Oben yang

belum mencapai kesepakatan akan ditempuh melalui negosiasi anatar kedua
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negara dengan tetap berkomitmen untuk menginterpretasikan Treaty 1904
dan dokumen lainnya yang diakui sebagai dasar hukum dalam penetapan
dan penegasan batas kedua negara. Jika negosiasi ini tidak mencapai
kesepakatan maka diupayakan untuk mediasi trilateral atau campur tangan
negara ketiga, dalam hal ini diharapkan kehadiran Pemerintah Portugis dan
Belanda sebagai pelaku sejarah perbatasan Timor-Leste dan Indonesia,
untuk memberikan solusi alternatif yang diharapkan dalam penyelesaian
batas wilayah darat belum mencapai kesepakatan dimaksud, selain itu sesuai
kesepakatan kedua negara untuk menunjuk negara ketiga yang dianggap
netral dalam pengambilan keputusan, jika tidak mencapai kesepakatan maka
solusi hukum terakhir dapat diselesaikan melalui keputusan pengadilan
internasional atau mahkamah arbitrase.
B. Saran

1. Bahwa berdasarkan doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa
perjanjian tentang batas negara bersifat final, sehingga tidak dapat diubah.
Sehubungkan dengan hal tersebut, maka salah satu negara tidak dapat
menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama.
Doktrin adanya perubahan fundamental (rebus cist stantibus) yang
seringkali berlaku dalam hukum internasional, ternyata tidak dapat
ditetapkan dalam perjanjian tentang batas antarnegara. Dengan demikian
masalah  perbatasan wilayah darat Timor-Leste dan Indonesia,
sebagaimanan telah disepakati untuk mengunakan Treaty 1904 dan

dokumen lain yang diakui oleh komisi perbatasan kedua negara, sebagai
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dasar hukum untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah darat kedua
negara bersifat tetap dan final.

. Berbedaan interpretasi Treaty 1904 dan dokumen Oil Poli 1915, pada
dasarnya merupakan berbedaan pemahaman dilapangan karena hukum tidak
secara mutlak memberikan kebenaran yang sesunguhnya.

. Komisi perbatasan diharapkan dapat melakukan pelacakan dan inventarisasi
atas unsur geografis, politik dan sosial kultural secara bersama-sama, dapat
disempurnakan dengan mengikut sertakan pelaku sejarah yang secara turun
temurun tinggal diwilayah perbatasan, baik tokoh formal (aparatur
Pemerintahan) maupun tokoh informal seperti pemuka adat, kepala suku,
tokoh agama dan sebagainya, untuk memberikan informasi dan keterangan
yang benar, jelas dan tepat kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan
pemerintah dan dijadikan dasar hukum untuk menjamin keadilan dan
kepastian hukum dalam menginterpretasikan Treaty 1904 dan dokumen lain
di lapangan.

. Penyelesaian alternatif yang diharapkan sebagai negara tetangga yang
hidup perdampingan dengan konsep hidup damai maka diharapkan
penyelesaiannya melalui mediasi antar kedua negara dengan melibatkan
negara ketiga untuk mencapai solusi yang diharapkan bersama, karena
dampak penyelesaian melalui pengadilan internasional atau mahkamah

arbitrase, sangat merugikan martabat negara yang dikalahkan.
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